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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 
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KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan 

rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman 

pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dinyatakan 

Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga dengan berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional; 
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    c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ 

SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan 

organisasi sehingga perlu diganti; 

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

   2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

   3.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

   4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

   5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

   6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

   7.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4452); 

   8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 8); 

   9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

   10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

   11.  Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 663); 

12.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang 

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

928); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

TAHUN 2020-2024. 

 

 Pasal 1 

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

 Pasal 2 

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam 

penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja 

Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

 Pasal 3 

Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun 

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana 

Strategis Unit Kerja Eselon I terkait. 

 

  Pasal 4 

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi arah penentuan 

kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan 

hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh 

Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

 

Pasal 5 

Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang 

termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi 

kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak 
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terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 

 

 Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1958), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 


